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ABSTRAK

Pendapatan dari sektor pajak berperan sebagai anggaran dalam mengatasi
permasalahan ekonomi di Indonesia. Penerimaan pajak telah melampaui target
yang telah ditetapkan pemerintah namun di satu sisi terjadi penurunan rasio
kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam melaporkan surat
pemberitahuan (SPT) tahunan yang salah satunya terjadi di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Denpasar Barat. Pemerintah telah berupaya menjaga kepatuhan
wajib pajak orang pribadi utamanya paska pandemi covid-19 dengan menjalankan
beberapa kebijakan seperti diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), melakukan modernisasi
sistem administrasi perpajakan, dan menerapkan sanksi pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan
perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap
kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat. Jenis data yang digunakan
pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui penyebaran kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik
dokumentasi. Populasi pada penelitian ini adalah WPOP efektif yang terdaftar pada
KPP Pratama Denpasar Barat dengan jumlah 53.073 orang. Pengukuran sampel
pada penelitian ini didasarkan dengan rumus Slovin menggunakan tingkat
kesalahan sebesar 10% sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 WPOP
efektif yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat. Pengujian statistik
menggunakan alat uji Partial Least Square (PLS) dengan bantuan piranti lunak
SmartPLS 3.2.9.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa (a) Pemahaman peraturan
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi, (b) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (c) Sanksi pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem
administrasi perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib
pajak
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ABSTRACT

The income from the tax sector plays a significant role as a budgetary measure
to address economic issues in Indonesia. Tax revenue has exceeded the targets set
by the government, but on the other hand, there has been a decrease in the
compliance ratio of individual taxpayers in reporting their Annual Tax Returns,
including at the Pratama Tax Office West Denpasar. The government has made
efforts to maintain the compliance of individual taxpayers, especially after the
COVID-19 pandemic, by implementing several policies such as the issuance of the
Law No. 7 of 2021: Harmonization of Tax Regulations, modernizing the tax
administration system, and applying tax sanctions.

This research aims to examine the effect of understanding taxation regulations,
modernization of tax administration system, and tax sanctions on individual
taxpayer compliance at the Pratama Tax Office West Denpasar. The data used in
this study consist of primary and secondary data. The primary data is obtained
through the distribution of questionnaires, while the secondary data is obtained
through documentation techniques. The population of this study is the effective
individual taxpayers registered at the Pratama Tax Office West Denpasar, with a
total of 53,073 individuals. The sample size in this study is determined using the
Slovin formula with a 10% error rate, resulting in a sample of 100 effective
individual taxpayers registered at the Pratama Tax Office West Denpasar. The
statistical analysis will be conducted using the Partial Least Square (PLS) method
with the assistance of SmartPLS 3.2.9 software.

This research finds that (a) understanding taxation regulations have a positive
and significant effect on individual taxpayer compliance, (b) modernization of tax
administration system have a positive and significant effect on individual taxpayer
compliance, and (c) tax sanctions have a positive and significant effect on
individual taxpayer compliance.

Keywords:  Understanding of tax regulations, modernization of tax
administration system, tax sanctions and taxpayer compliance
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan terbesar negara Indonesia bersumber dari penerimaan pajak dimana
Kementerian Keuangan menyatakan realisasi penerimaan perpajakan sepanjang
tahun 2022 telah mencapai Rp 2.034,5 triliun sementara sumber penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp 588,3 triliun (Kemenkeu, 2023). Hal ini
menunjukkan bahwa penerimaan negara disektor pajak lebih besar daripada sektor
bukan pajak. Pajak diharapkan dapat menjadi sumber anggaran untuk mengatasi
berbagai permasalahan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan
yang mendukung kesejahteraan rakyat seperti pembangunan infrastruktur dan
fasilitas publik (Wardani dan Nistiana, 2022).

Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pendapatan negara disektor pajak
karena memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara sehingga
perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga saat ini dengan
dilakukannya berbagai perubahan untuk mengoptimalkan penerimaan negara
melalui pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah beberapa kali melakukan
reformasi perpajakan di Indonesia. Perubahan signifikan pertama dalam bidang
perpajakan terjadi pada tahun 1983 ketika beberapa undang-undang baru disahkan
untuk menggantikan undang-undang warisan Belanda. Perubahan ini
mengakibatkan peralihan dari sistem pemungutan pajak yang sebelumnya
menggunakan Official Assessment System (OAS) menjadi Self Assessment System

(SAS) (Sumantri, 2019).



SAS merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dimana
wajib pajak (WP) diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab oleh
pemerintah dalam melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan secara
mandiri besaran nilai pajak yang terutang sesuai dengan aturan undang-undang
perpajakan (Leviana et al. 2022). Dengan diterapkannya sistem tersebut, maka WP
diharapkan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Target penerimaan pajak negara pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan
Presiden (Perpres) No. 98/2022 sebesar Rp 1.784 triliun (Perpres, 2022). Artinya,
realisasi penerimaan pajak negara sepanjang tahun 2022 sudah mencapai 114% dari
target. Meski penerimaan pajak telah melampaui target, namun kepatuhan WP
dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk pajak penghasilan
(PPh) mengalami penurunan rasio sebesar 0,87%. Dimana Rasio kepatuhan WP
pada tahun 2021 sebesar 84,07% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 83,2%
(Sadya, 2023).

Penurunan rasio kepatuhan WP terjadi salah satunya di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Denpasar Barat. Jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) efektif
yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat yang terus meningkat nyatanya
tidak diiringi dengan meningkatnya WPOP yang melaporkan SPT sehingga
berimplikasi pada rasio kepatuhan. Adapun data tingkat rasio kepatuhan WPOP

pada KPP Pratama Denpasar Barat yang menurun ditunjukkan pada tabel 1.1.



Tabel 1.1
Rasio Tingkat Kepatuhan WPOP Pada
KPP Pratama Denpasar Barat

) WPOP WPOP Rasio
Tahun Pajak )
Efektif Lapor SPT Kepatuhan
2018 42.269 42.034 99,44%
2019 44.839 43.388 96,76%
2020 47.322 44377 93,76%
2021 49.040 45.143 92,05%
2022 53.073 48.106 90,64%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat, Per 2 April 2023

Penurunan kepatuhan WPOP tersebut secara tidak langsung diakibatkan oleh
faktor pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian di Bali yang disokong
oleh industri pariwisata mengalami kontraksi sehingga banyak perusahaan
melakukan efisiensi karyawan dengan merumahkan para karyawannya hingga
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Per 23 Juli 2021, jumlah karyawan
yang dirumahkan maupun di-PHK di kota Denpasar mencapai hampir 13.000 orang
(Mariana, 2021).

Kepatuhan WP dalam konteks ini dapat dilihat berdasarkan ketaatannya dalam
memenuhi kewajiban perpajakan baik dari segi formal maupun material (Sudirman
et al. 2020). Patuh dari segi formal mengacu pada kepatuhan WP terhadap syarat
prosedural dan administrasi pajak yang diatur oleh peraturan perpajakan. Hal ini
mencakup ketaatan WP terhadap berbagai persyaratan, termasuk syarat pelaporan,
waktu pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan aturan perpajakan
sementara patuh dari segi material adalah ketika WP menghitung pajak yang

terutang secara benar sesuai aturan perpajakan. Sehingga kepatuhan WP dalam



memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya dipengaruhi oleh pemahaman WP
terhadap peraturan perpajakan.

Suatu proses ketika WP memiliki pemahaman tentang pajak dan menerapkannya
untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak merupakan
pemahaman aturan pajak (Nastiti, 2020). Dapat dikatakan bahwa pengetahuan
tentang peraturan perpajakan merupakan hal dasar yang wajib WP miliki. Sulit bagi
WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa memiliki pengetahuan
tersebut. Pemahaman perpajakan WP diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP diterbitkan dengan tujuan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat pemulihan ekonomi,
mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum
serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP (Faisol dan Chamalinda, 2022). Selain
itu, guna optimalisasi penerimaan negara disektor pajak. UU HPP sendiri terdiri
dari 6 ruang lingkup pengaturan, dimana selain mengubah UU KUP juga
melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan (UU PPh) terkait dengan rentang penghasilan yang dikenakan tarif
PPh. Adapun tarif PPh WPOP dalam negeri diatur pada pasal 17 UU PPh dimana
terdapat perbedaan pengenaan tarif pajak antara UU PPh sebelum dan sesudah

diterbitkannya UU HPP yang dapat dilihat pada tabel 1.2.



Tabel 1.2
Perbedaan Rentang Penghasilan yang Dikenai Tarif PPh
Lapisan Tarif Besar Tarif PKP UU PPh PKP UU HPP
1 5% Rp 0-50 juta Rp 0-60 juta
> Rp 50 juta-250 ) )
2 15% ) > Rp 60 juta-250 juta
juta
> Rp 250 juta-500 ) _
3 25% ) > Rp 250 juta-500 juta
juta
4 30% > Rp 500 juta > Rp 500 juta-5 miliar
5 35% > Rp 5 miliar

Sumber: (UU PPh) dan (UU HPP)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan
modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk mendukung tingkat kepatuhan
WP. Berbagai inovasi yang diterapkan dalam reformasi administrasi perpajakan
memudahkan pelayanan bagi WP untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi
informasi salah satunya melalui penerapan sistem e-filing untuk melaporkan SPT
secara elektronik. Sistem tersebut merupakan salah satu inovasi DJP agar WP dapat
melaporkan SPT di mana saja dan lebih cepat. Diharapkan dengan adanya teknologi
tersebut dapat memberikan kemudahan bagi WP dalam penyusunan dan pelaporan
SPT sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan WP serta meningkatkan
penerimaan pajak di Indonesia. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak
akan berjalan dengan baik tanpa adanya tindakan dari pihak yang terkait yaitu WP
(Haryanti et al., 2022). DJP perlu bersinergi dengan KPP Pratama Denpasar Barat
untuk melakukan upaya sosialisasi penggunaan e-filing guna meningkatkan jumlah

WPOP melaporkan SPT.



DJP juga melakukan penerapan sanksi pajak terhadap WP yang melanggar
peraturan perpajakan yang berlaku dengan tujuan menciptakan kepatuhan WP
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Oly, 2021). Diharapkan dapat
membuat efek jera kepada para pelanggar pajak dengan adanya sanksi pajak
(Priambodo, 2017). Sehingga penting bagi WP untuk memahami sanksi-sanksi
pajak yang berlaku agar memahami konsekuensi hukum atas perbuatan pelanggaran
perpajakan yang dilakukan (Imania dan Sapari, 2022).

Maka dari itu, penulis melakukan penelitian terkait pengaruh pemahaman
peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak
terhadap kepatuhan WPOP.

B. Rumusan Masalah
Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini:
1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat?

2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap

kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP

Pratama Denpasar Barat?



C. Batasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada 3 aspek variabel bebas, yaitu pemahaman peraturan
perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak yang
memengaruhi variabel terikat yaitu kepatuhan WPOP, penulis dapat lebih fokus
dalam mengumpulkan data dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel
tersebut dalam konteks yang spesifik sehingga mampu memberikan pemahaman
mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan WPOP di wilayah
KPP Pratama Denpasar Barat.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin didapatkan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Dapat mengidentifikasi pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan
terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat.
b. Dapat mengidentifikasi pengaruh dari modernisasi sistem administrasi
perpajakan terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat.
c. Dapat mengidentifikasi pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan
WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan

pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kepatuhan perpajakan



pada WPOP dengan mempelajari variabel yang memengaruhi kepatuhan
WPOP.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
pemahaman mahasiswa lebih mendalam tentang perpajakan.
2) Bagi Politeknik Negeri Bali
Penelitian ini diharapkan mampu sebagai salah satu referensi
perpustakaan kampus serta sebagai pengembangan materi dalam
perkuliahan.
3) Bagi Otoritas Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi
DJP dalam pengambilan keputusan serta sebagai referensi untuk meninjau
pemahaman wajib pajak orang pribadi terkait pemahaman peraturan
perpajakan, implementasi modernisasi sistem administrasi perpajakan
agar semakin baik dan evaluasi keefektifan sanksi pajak untuk

meningkatkan kepatuhan WPOP.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berikut simpulan pada penelitian ini:
1. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
3. Sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kepatuhan WPOP.
B. Implikasi
Berikut implikasi pada penelitian ini:
1. Teoritis
WPOP yang memiliki pemahaman peraturan perpajakan akan berpengaruh
terhadap niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Jika pemahamannya
tinggi, WPOP akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Sebaliknya, jika pemahamannya rendah, WPOP akan kurang patuh dalam
memenuhi kewajiban perpajakan.
Sistem administrasi perpajakan yang modern juga memengaruhi perilaku
kepatuhan WPOP karena memberikan kemudahan serta manfaat. Semakin baik
modernisasi yang diterapkan pada sistem administrasi perpajakan oleh DJP,

akan memberikan kemudahan serta manfaat bagi WPOP dalam melakukan
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penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya sehingga dapat
meningkatkan tingkat kepatuhan WPOP.

Apabila WPOP masih belum mematuhi kewajiban perpajakannya, maka
sanksi pajak dapat menjadi alat pencegahnya. Sanksi pajak mampu
memengaruhi niat WPOP untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Penerapan
sanksi pajak yang tegas dan adil dapat menjadi faktor yang meningkatkan
kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama
terkait pembayaran pajak.

2. Praktis
a. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman
dan pengetahuan mahasiswa mengenai perpajakan. Dengan pemahaman yang
lebih mendalam, mahasiswa akan lebih siap untuk menghadapi kompleksitas
dunia perpajakan dalam konteks nyata.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi perpustakaan kampus
dengan adanya nilai ilmiah dan informasi yang bermanfaat serta sebagai
pengembangan materi dalam perkuliahan dari adanya informasi terkini terkait
perpajakan.

c. Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini dapat menjadi publikasi yang dapat dijadikan acuan oleh
DJP untuk mengetahui sejaun mana peraturan perpajakan dipahami oleh

WPOP. Kemudian mengetahui seberapa baik WPOP memanfaatkan
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modernisasi sistem administrasi perpajakan serta seberapa efektif sanksi
pajak dalam meningkatkan kepatuhan ~WPOP  sehingga dapat
mempertimbangkan keputusan terbaik terkait upaya-upaya yang harus
dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan WPOP.
C. Saran
Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu:
1. Bagi Otoritas Pajak
Sosialisasi dan penyuluhan pajak terhadap WPOP harus sering dilakukan
karena sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang
peraturan perpajakan terkini, sistem administrasi pajak yang modern, dan sanksi
pajak yang diterapkan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WPOP.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian berikutnya disarankan dilakukan pada lokasi yang berbeda dan
mempertimbangkan penggunaan variabel bebas yang berbeda dari penelitian ini
untuk mendapatkan temuan faktor-faktor lain yang memengaruhi WPOP patuh

memenuhi kewajiban pajak.
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